
BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang a bahwa pengembangan kompetensi dalam bentuk
pendidikan dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Tangerang sesuai dengan standar
kompetensi jabatan dan rencana pengembangan
karier;
bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 2A Tahun 2O2l tentang
Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil
melalui Jalur Pendidikan, pengembangan Pegawai
Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dilakukan
melalui pemberian tugas belajar;
bahwa pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang yang telah diatur dengan
Peraturarr Bupati Nomor 22 Tahun 2O16 tentang
Pemberian T\rgas Belajar dan Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2O17
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2O16 tentang Pemberian T\.rgas Belajar dan
Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang dipandang sudah
tidak sesuai dengan perkembangal hukum sehingga
perlu untuk diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016
tentang Pemberian T\.rgas Belajar dan Izin Belajar
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang;
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PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG PEMBEzuAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BEL,AJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
LingkunganPropinsi Djawa Barat (Berita Negara
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
UndangNomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang
dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahanlembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 126,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambat:an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun f 961 Nomor 234,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2278);
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Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pemberian T\rgas Belajar dan Izin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSIT1AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2016 tentang Pemberian T[gas Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 63) diubah
sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1

sebagai berikut:
diubah sehingga berbunyi

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Perangkat Darah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Menetapkan
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6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang selanjutnya disingkat
BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tangerang.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Tangerang.

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Tangerang.

9. T\rgas Belajar adalah penugasan yang diberikan
kepada PNS untuk mengikuti sekolah formal
untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
pada salah satu lembaga pendidikan negeri
dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah
Daerah, pihak ketiga, atau biaya sendiri.

1O. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan
setelah pendidikan menengah yang mencakup
program diploma, program sarjana, program
magister, program doktor, dan program profesi,
serta program spesialis yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan
bangsa Indonesia.

1 l. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

12. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga swasta
yang berbadan hukum yang memberikal
bantuan beasiswa kepada PNS untuk
melanjutkan pendidikan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Republik
Indonesia.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tangerang.

2. Pasal 8 dihapus.

3. Pasal 9 dihapus.

4. Pasal l0 dihapus.

5. Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan...
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6. Ketentuan Pasal l5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15
( 1) Tugas Belajar dan lzin Belajar yang telah

dikeluarkan sebelum berlakunya Peratuan
Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis
berlakunya T\rgas Belajar dan Izin Belajar.

(21 Dalam hal adanya program pendidikan yang
didanai oleh Pemerintah Pusat, Bupati dapat
memberikan rekomendasi terhadap CPNS.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal II
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal I Februari 2023

BUPATI TANGERANG,

ftd

A. ZAI{] ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal I Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ftd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan De
KEPALA

gan Aslinya
IAN HUKUM,

NIP. 1970120 199803 r 005


